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ali Potensi

B Bupati Minta Program OPD Sesual
" Kondisi Keuangan o 8
JAS HULU, TRIBUN Diharapkan juga bagl pe- jakan terkait urusan ~ Kemudian, perangkat dae-
- Bupati Kapuas Hulu, Fran- rangkat daerah yang menge- ~ kepegawaian, agar dapat rah diharapkan untuk lebih
siskus Diaan, telah menyam- lola pendapatan asli daerah memberikan informasi se- pro aktif lagi dalam menjalin
ikan pen luas-luasnya kepada publik komunikasi dan koordinasi

t akhir Bupati agar terus berupaya dalam

terkait pembahasan Raperda menggali potensi pendapatan
‘tentang APBD Kapuas Hulu serta tetap berinovasi dalam
tahun 2025, di Gedung DPRD meningkatkan pendapatan
Kapuas Hulu, pada Selasa 10 -asli daerah, khususnya objek.

September 2024.

Bupati menyampaikan
bahwa, kepada seluruh ke-
pala perangkat daerah di-
sampaikan beberapa hal
yang harus dipedomani dan
dilaksanakan, hasil dari
pembahasan Raperda ten-
tang APBD 2025.

“Dimana harus memper-
timbangkan kondisi keu-
angan yang ada, diharapkan
program dan kegiatan yang
telah disusun, agar segera

dilaksanakan dengan se-.

baik-baiknya, mengutama-
kan efektivitas dan efisiensi
anggaran, sehingga hasilnya
dapat berdampak langsung
terhadap peningkatan per-
ekonomian dan kesejahte-
raan masyarakat,” ujarnya,
Rabu 11 September 2024.

"'pajak yang memiliki potensi
besar untuk menjadi sumber
penerimaan daerah, sehingga
terdapat peningkatan penda-
patan asli daerah dari tahun
ke tahun.

“Bagi perangkat daerah
yang mengelola infrastruk-
tur, agar memperhatikan
beberapa ruas jalan serta
jembatan yang sudah dalam
kondisi rusak berat, jika di-
mungkinkan agar dilakukan
perbaikan pada tahun 2025
sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah,” ucapnya.

Selain itu juga untuk pe-
rangkat daerah yang mena-
ngani serta mengelola kebi-

terkait proses penerimaan yang baik ke berbagai pihak
pegawai pemerintah dengan terutama pihak legislatif,
perjanjian kerja atau PPPK. terkait dengan program dan
“Bagi perangkat daerah kegiatan, jika menemukan
yang melaksanakan bantu- permasalahan dalam pelak-
an keuangan bersifat khu- sanaan, agar segera dicari-
sus dari Provinsi Kalimantan kan solusi bersama.
Barat, agar segera menyele-  “Bagi perangkat daerah
saikan pekerjaan,” ujarnya. yang menangani aturan
" Hal ini sebagaimana yang terkait penyertaan modal
sudah tercantum dalam pemerintah ke bank kal-

képutusan gubernur Kali-
mantan Barat nomor 131/
bkad/2024, tentang pem-
berian bantuan keuangan
khusus Pemerintah Provinsi.

Kalimantan Barat kepada
peI‘I:E"mtah kabubpaten ka-
puas hulu tahun anggaran
2024 dan memperhatikan
surat kepala bkad provin-
si Kalimantan Barat nomor
100.3.3.1/384/bkad, hal
informasi pemberian bantu-
an keuangan khusus tahun
anggaran 2024.

bar, agar segera melakukan
proses perubahan payung
hukum dengan memper-
hatikan ketentuan perun-
dang-undangan,” ucapnya.
TH¥s, perangkat daerah
yang melaksanakan fungsi
pelayanan langsung ke ma-

 syarakat terkait pelayanan

dasar, terutama di bidang
pendidikan dan kesehatan
untuk meningkatkan mutu
pelayanannya dengan meng-
acu pada pemenuhan stan-
dar pelayanan minimal.
‘Dan yang perlu diingat
oleh kepala perangkat dae-
rah adalah, tetap melaku-
kan evaluasi terhadap kiner-
ja jajarannya, jika terbukti

~ memberikan pelayanan yang

tidak semestinya, segera la-
kukan tindakan pembinaan.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
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“kemampuan keuangan“‘ hersf T

 Fransiskus Diaan
Bupati Kapuas Hulu

“Memperhatikan juga Ia-
poran realisasi anggaran
di bulan ini, bahwa tingkat
‘penyerapan anggaran masih
jauh dari harapan, untuk
itu diminta kepada kepala

" perangkat daerah agar sege-
ra merealisasikan anggaran
yang dikelola berdasarkan
output yang sudah direnca-
nakan, serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perun® e
dang-undangan,” ujarnya. &

Mengingat juga tahun
2024 tersisa kurang lebih 3
bulan lagi, maka semua pe-
rangkat daergh untuk sege-
ra melakukan proses peng-
ajuan pencairan dana, un-
tuk menghindari terjadinya
penumpukan diakhir tahun
anggaran. (rul)
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